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terkhusus kelas A yang selalu kompak memberi dukungan dan merangkul dalam 

segala hal, terima kasih karena sudah membersamai dan mewarnai kehidupan saya 
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ABSTRAK 

ANALISIS ATAS PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN 

KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK 

PERSYARATAN TERTENTU DI KPP PRATAMA PANDEGLANG  
 

Oleh: Siti Marliyani 

Adanya kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak memiliki salah satu hak untuk 

meminta kembali atau melakukan pengajuan pengembalian atas kelebihan tersebut. 

Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memiliki 

ketentuan bagi Wajib Pajak tertentu untuk mendapatkan fasilitas dikembalikan 

pajaknya dengan cepat atau yang biasa disebut dengan pengembalian pendahuluan. 

Pada KPP Pratama Pandeglang sudah banyak Wajib Pajak yang termasuk ke 

kriteria tersebut dan mengajukan pengembalian pendahuluan ini. Namun, tidak 

semua Wajib Pajak mendapatkan pengembalian pendahuluan, dikarenakan Wajib 

Pajak tersebut tidak sesuai dengan kriteria walaupun sudah termasuk Wajib Pajak 

Persyaratan Tertentu. Penulisan ini membahas mengenai tinjauan atas pelaksanaan 

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu 

di KPP Pratama Pandeglang yang bertujuan untuk mengetahui kriteria apa saja yang 

harus dipenuhi Wajib Pajak untuk mendapatkan pengembalian pendahuluan dan 

juga bertujuan untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan pengembalian 

pendahuluan kelebihan pembayaran pajak di KPP Pratama Pandeglang apakah 

berjalan dengan lancar dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Metode 

penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan 

data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi pada KPP Pratama Pandeglang. 

Hasil penulisan menunjukkan kriteria yang harus dipenuhi merupakan keriteria 

yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan secara garis besar 

untuk pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi 

Wajib Pajak Persyaratan Tertentu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

namun ada beberapa Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat dan ditemukan 

kendala dalam pelaksanaan pengembalian pendahuluan. 

 

Kata Kunci: Pengembalian Pendahuluan, Kelebihan Pembayaran Pajak, 

Wajib Pajak Persyaratan Tertentu.  
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ABSTRACT 

ANALYSIS ON THE IMPLEMENTATION OF PRELIMINARY REFUND OF 

TAX OVERPAYMENT FOR CERTAIN TAXPAYERS IN PANDEGLANG 

PRATAMA TAX OFFICE 
 

By: Siti Marliyani 

The existence of excess tax payments, taxpayers have one of the rights to request a 

return or file a refund of the excess. The government in improving services to the 

community, has provisions for certain taxpayers to get the facility to return their 

taxes quickly or what is commonly called a preliminary refund. In KPP Pratama 

Pandeglang, there are many taxpayers who are included in the criteria and apply 

for this preliminary refund. However, not all taxpayers get a preliminary refund, 

because the taxpayer does not meet the criteria even though it is included in the 

Specific Requirements Taxpayer. This writing discusses the review of the 

implementation of Refund of Tax Overpayment for Certain Requirements Taxpayers 

at KPP Pratama Pandeglang which aims to find out what criteria must be met by 

taxpayers to get a preliminary refund and also aims to find out what the 

implementation of the preliminary refund of tax overpayment at KPP Pratama 

Pandeglang is running smoothly and is in accordance with applicable regulations. 

The writing method used is descriptive method with data collection techniques in 

the form of interviews, observation and documentation at KPP Pratama 

Pandeglang. The results of the writing show that the criteria that must be met are 

criteria that have been determined based on applicable regulations and in general 

for the implementation of preliminary refunds of tax overpayments for taxpayers of 

certain requirements have been in accordance with applicable regulations, but 

there are some taxpayers who do not meet the requirements and found obstacles in 

the implementation of preliminary refunds. 

 

Keywords: Preliminary Refund, Tax Overpayment, Taxpayers with Certain 

Requirements.  
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BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Secara umum, salah satu tujuan bernegara adalah untuk kesejahteraan 

rakyat, sebagaimana salah satu tujuan negara Indonesia yang tertuang di dalam 

Pembukaan Undang-undang 1945 alinea keempat. Kesejahteraan merupakan 

suatu tolak ukur dalam menentukan apakah suatu individu ataupun kelompok 

masyarakat berada pada kondisi yang sejahtera. Kesejahteraan dapat dilihat 

ketika kondisi kesehatan baik, perekonomian yang meningkat, tingkat 

pendidikan yang tinggi serta kualitas hidupnya yang layak (Sultan dkk, 2023). 

Pelaksanaan program ini memerlukan dana yang sangat besar. Sehubungan 

dengan itu, untuk mempercepat prosesnya, Indonesia sangat membutuhkan 

dana yang tepat untuk menciptakan perekonomian yang efisien dan 

mensejahterakan masyarakatnya (Pulungan dkk, 2024). Hal tersebut harus 

dipenuhi oleh negara dalam mencapai kriteria kesejahteraan. Pemerintah dalam 

menghimpun dana untuk mendukung program-program kesejahteraan rakyat 

menyediakan pos penerimaan yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN). APBN adalah anggaran yang tersusun berdasarkan 

kebutuhan penyelenggaraan pemerintah selama satu tahun penuh untuk sebuah 

negara. Anggaran ini merupakan dana yang pemerintah ambil dari berbagai 

sumber, salah satu sumber APBN adalah dari penerimaan pajak (IBLAM, 

2023). 

Pajak merupakan iuran wajib dari masyarakat kepada negara yang 

sifatnya memaksa dan diatur dalam Undang-undang kemudian digunakan 
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untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak tidak hanya memiliki fungsi 

sebagai sumber penerimaan negara (budgetair), namun juga memiliki fungsi 

mengatur (regulerend), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. 

Dalam upaya pemenuhan kesejahteraan masyarakat, pajak berperan untuk 

membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang 

pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Peranan 

tersebut merupakan salah satu contoh fungsi dari pajak sebagai redistribusi 

pendapatan. Hal ini juga yang menjadikan pajak sebagai salah satu kunci 

penting dalam menjalankan sebuah negara. Pada Laporan Kementerian 

Keuangan tahun 2023 menunjukkan bahwa sektor penyumbang pendapatan 

negara terbesar per Oktober 2023 berasal dari penerimaan pajak (Annur, 2023). 

Hasil dari penerimaan pajak tidak hanya dialokasikan kepada masyarakat yang 

telah membayar pajak, akan tetapi masyarakat yang tidak membayar pajak pun 

dapat merasakannya. Dengan demikian diharapkan seluruh masyarakat dapat 

lebih meningkatkan kepatuhan perpajakannya, sehingga sarana dan prasarana 

yang diberikan oleh pemerintah dapat terus ditingkatkan lagi. Semakin besar 

tingkat penerimaan pajak, maka pemerintah akan semakin memperlancar 

pembangunan yang merata sehingga semua masyarakat dapat merasakan hasil 

dari pembayaran pajaknya. 

Masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan menjadi Wajib Pajak 

(WP) memiliki hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban masyarakat yang 

sudah memenuhi persyaratan, berkewajiban untuk mendaftarkan dirinya 

sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
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Kewajiban lainnya juga WP berkewajiban untuk menghitung, menyetor, 

hinggaa melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak. 

Sedangkan untuk salah satu haknya sebagai Wajib Pajak, apabila pada suatu 

kondisi WP mengalami kelebihan bayar atas SPT yang dilaporkan, maka WP 

berhak menerima kelebihan atas pembayaran pajak dengan cara mengirimkan 

surat permohonan ke Kepala KPP atau melalui surat pemberitahuan untuk 

melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya 

(Handayani, 2022). 

Sistem pemungutan pajak di Indonesia beberapa kali berubah, pada saat 

ini sistem pemungutan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu 

dengan Self Assesment System. Isitilah pemungatan tersebut merupakan sistem 

yang pada prakteknya Wajib Pajak dianggap bisa menghitung pajak, 

mempunyai kejujuran yang tinggi dan menyadari pentingnya membayarkan 

pajak, serta memahami Undang-undang Perpajakan yang berlaku (Maulida, 

2023). Diberlakukannya Self Assesment System ini, pemerintah ingin 

memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak agar mengurusi urusan pajaknya 

dengan rasa suka rela dan rasa tanggung jawab. Dengan demikian berlakunya 

sistem ini dapat memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban 

pajaknya kepada negara tanpa merasa terbebani dan agar Wajib Pajak 

mengetahui segala hal dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. 

Setiap sistem pemungutan yang diberlakukan terdapat kelebihan dan 

kekurangan. Pada prakteknya Self Assesment System ini tidak sedikit 

kekeliruan yang terjadi bagi WP yang minim informasi dan tidak memiliki 
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pengetahuan dalam mengurus perpajakannya. Wajib Pajak dapat kesulitan dan 

dapat keliru dalam menghitung, menyetor serta melaporkan pajak terutangnya 

(Maulida, 2023). Salah satu akibat dari hal tersebut dapat terjadi kelebihan 

pembayaran pajak, dimana Wajib Pajak membayar pajak terutangnya melebihi 

dari yang seharusnya terhutang, sehingga pada saat menyampaikan SPT 

menjadi lebih bayar. Pada kondisi ini, Wajib Pajak memiliki hak untuk 

meminta kembali atas kelebihan pembayaran pajak yang telah dibayar. 

Berdasarkan ketentuan Undang-undang KUP, pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak atau restitusi pajak adalah permohonan pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada negara. 

Dengan kata lain negara membayar kembali atau mengembalikan pajak yang 

telah dibayar oleh Wajib Pajak. Pada dasarnya pengembalian kelebihan pajak 

ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu melalui kebijakan 

pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atau yang disebut 

dengan pengembalian pendahuluan (Fitriya, 2024). 

Pengembalian pendahuluan adalah fasilitas pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak yang diberikan kepada klasifikasi Wajib Pajak dengan 

persyaratan yang berlaku. Pada Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian 

Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yang terakhir diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021, Pengembalian 

Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disebut 

Pengembalian Pendahuluan adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
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yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal l7C 

atau Pasal l7D Undang-Undang KUP, atau Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang 

PPN. Wajib Pajak Pasal 17C dan Pasal 17D UU KUP merupakan Wajib Pajak  

Kriteria Tertentu dan Wajib Pajak Persyaratan Tertentu serta Pasal 9 ayat (4c) 

UU PPN merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Berisiko Rendah. Wajib 

pajak yang memilih fasilitas pengembalian pendahuluan akan melalui tahap 

penelitian dengan jangka waktu untuk menerbitkan produk hukum berupa 

Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) 

adalah paling lama 15 hari, 1 bulan atau 3 bulan (tergantung jenis wajib 

pajaknya) sejak permohonan diterima. Peraturan pengembalian pendahuluan 

ini dibuat dengan tujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengembalian. 

Adanya ketentuan mengenai pengembalian pendahuluan ini, pemerintah pajak 

dapat lebih cepat memproses pengajuan Wajib Pajak yang meminta 

pengembalian kelebihan pajak. Dengan demikian wajib pajak yang memenuhi 

kriteria dapat secara cepat mendapatkan dananya kembali tanpa harus 

menunggu akhir tahun dan hasil dari permohonan tersebut dapat Wajib Pajak 

manfaatkan kembali untuk mengembangkan usahanya, sehingga mendorong 

majunya pertumbuhan ekonomi. 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang merupakan salah satu 

Instansi di bawah naungan Kementerian Keuangan yang memberikan 

pelayanan terkait perpajakan kepada Wajib Pajak yang berada di Kabupaten 

Pandeglang. KPP Pratama Pandeglang memiliki peran dan fungsi yang mana 

salah satunya adalah memproses pengajuan permohonan Wajib Pajak. Salah 
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satu permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak adalah pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak melalui permohonan Pengembalian Pendahuluan. 

Permohonan tersebut merupakan fasilitas yang diberikan kepada Wajib Pajak 

KPP Pratama Pandeglang ketika sudah memenuhi kriteria yang dapat 

melakukan pengembalian pendahuluan tersebut. Permohonan pengembalian 

pendahuluan ini dilihat berdasarkan SPT yang disampaikan, dalam 

permohonan ini SPT yang digunakan adalah SPT Lebih Bayar. Ketika Wajib 

Pajak menyampaikan SPT lebih bayar dan WP tersebut memenuhi kriteria, 

maka mereka dapat melakukan permohonan pengembalian pendahuluan atas 

kelebihan pajaknya. 

Wajib Pajak KPP Pratama Pandeglang sudah banyak yang mengajukan 

pengembalian pendahuluan, di antara Wajib Pajak yang disebutkan dalam 

ketentuan,  WP yang paling banyak mengajukan pengembalian pendahuluan 

atas kelebihan pajaknya adalah Wajib Pajak Pasal 17D UU KUP atau Wajib 

Pajak Persyaratan Tertentu. Wajib Pajak Persyaratan Teretentu merupakan 

Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan terhadap 

kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai. 

Kriteria pada WP Persyaratan Tertentu ini dapat diberikan pengembalian 

pendahuluan dengan cara WP harus memenuhi persyaratan teretentu yaitu 

nominal lebih bayar. Persyaratan yang mudah dan ringan serta jumlah lebih 

bayar yang dimiliki  WP di KPP Pandeglang masih di bawah jumlah tertentu, 

membuat WP yang memiliki kelebihan pajak semakin berbondong 

mengajukan pengembalian pendahuluan. Namun banyaknya pengajuan 
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pengembalian yang diajukan WP terkait, tidak semua pengajuan diterima atau 

diberikan pengembalian pendahuluan, walaupun WP tersebut sudah termasuk 

klasifikasi WP Persyaratan Tertentu. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat 

WP yang belum paham dan tahu betul terhadap kriteria yang harus dipenuhi 

dan tidak sesuainya kriteria dengan ketentuan pada saat dilakukan pengecekan 

berkas, sehingga pengajuan tersebut dapat ditolak atau diterima sebagian atas 

permohonan pengembalian pendahuluan.  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin melakukan pengamatan 

dengan judul tugas akhir “ANALISIS ATAS PELAKSANAAN 

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

PAJAK BAGI WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU DI KPP 

PRATAMA PANDEGLANG”. 

B. Rumusan Masalah Laporan Tugas Akhir 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa saja kriteria yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Persyaratan Tertentu 

untuk mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran 

pajak? 

2. Bagaimana tinjauan atas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran 

pajak bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu di KPP Pratama Pandeglang? 

C. Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir 

Adapun tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Mengetahui kriteria pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran 

pajak bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu. 

2. Meninjau bagaimana pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran 

pajak bagi Wajib Pajak persyaratan tertentu di KPP Pratama Pandeglang. 

D. Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir 

Adapun manfaat yang diharapkan dari Laporan Tugas Akhir ini sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil dari penulisan Tugas Akhir ini mampu memberikan 

pengetahuan dan wawasan mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan 

pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu dan menjadi 

sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di 

bangku perkuliahan. 

2. Manfaat Akademis 

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi sarana yang 

bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis mengenai 

pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak 

Persyaratan Tertentu dan diharapkan juga dapat dijadikan sebagai bahan 

evaluasi atau pedoman seorang fiskus dalam menyelesaikan permohonan 

wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku.  
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